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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tunggakan 

pembayaran rekening listrik di Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh 

PT.PLN Persero Rayon Nabire dilakukan dengan cara, pihak PT.PLN Persero 

Rayon Nabire melakukan perjanjian mengenai penambahan batas waktu 

pembayaran yang sudah jatuh tempo terhadap konsumen. Selama jangka waktu 

tersebut, PT.PLN Persero Rayon Nabire menyalurkan listrik ke rumah-rumah 

warga yang seharusnya sudah dilakukan pemutusan aliran listrik. Apabila 

melewati penambahan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, barulah 

dilakukan pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN Persero Rayon Nabire. Hanya 

saja, penyelesaian ini memberikan dampak negatif terhadap PT.PLN Persero 

Rayon Nabire mengingat PT.PLN Persero merupakan BUMN yang berbentuk 

Perseroan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan penambahan 

waktu pembayaran terhadap konsumen, PT.PLN Persero Rayon Nabire 

menanggung penyaluran listrik selama penambahan waktu pembayaran 

tersebut. 

2. Upaya yang dilakukan PT.PLN Persero Rayon Nabire yaitu melakukan 

konsolidasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire. Konsolidasi ini 

dilakukan bersama Lembaga Adat, tujuannya yaitu agar tercapainya 

kesepakatan sehingga hubungan PT.PLN Persero Rayon Nabire dengan 
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konsumen yang mengatasnamakan diri sebagai Kepala Suku dapat terlaksana 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT.PLN Persero tentang P2TL. 

Hanya saja, upaya konsolidasi ini belum berjalan secara efektif, sehingga 

PT.PLN Persero Rayon Nabire tetap meyalurkan listrik ke rumah-rumah 

konsumen yang seharusnya sudah diputus. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah Daerah maupun pemegang izin usaha diharapkan dapat 

menyediakan prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran 

listrik oleh konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun 

prasarana seperti Kantor Pos, mesin ATM, dan Loket Pembayaran yang 

ditempatkan di masing-masing Kecamatan atau wilayah yang banyak ditempati 

oleh konsumen pengguna jasa listrik. 

2. Bagi Pemerintah Daerah dan PT.PLN Persero Rayon Nabire diharapkan tetap 

melakukan konsolidasi dan pengawasan yang intensif terhadap konsumen yang 

menunggak dengan mengatasnamakan diri sebagai Kepala Suku. Upaya ini 

dapat dilaksanakan dengan cara melakukan penanggungan terhadap tunggakan 

listrik yang dilakukan oleh sekelompok / golongan yang mengatasnamakan diri 

sebagai Kepala Suku, mengingat jumlah tunggakan yang semakin besar.  
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